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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi kebijakan dalam 

meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta mengidentifikasi faktor-

faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan fokus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta berbagai lembaga pendidikan dan komunitas yang terlibat 

dalam pelaksanaan program literasi. Informan penelitian terdiri atas unsur pemerintah daerah, 

pustakawan sekolah, pengelola perpustakaan, duta baca, dan pelaku literasi lainnya. Data diperoleh 

melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan 

tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang 

komprehensif mengenai implementasi kebijakan literasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi kebijakan dalam meningkatkan 

literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaksanakan melalui pembinaan perpustakaan 

sekolah dan desa, peningkatan kapasitas pustakawan, pengadaan koleksi dan pengembangan layanan 

perpustakaan, sosialisasi dan edukasi literasi, kegiatan literasi berbasis inklusi sosial, serta penguatan 

peran duta baca dan kegiatan lomba literasi. Implementasi kebijakan tersebut didukung oleh 

komitmen pemerintah daerah, keterlibatan sekolah dan komunitas literasi, peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia, serta berbagai program literasi yang inovatif. Adapun faktor penghambat yang 

masih dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, sarana dan 

prasarana yang belum memadai, rendahnya minat baca masyarakat, serta belum meratanya akses 

layanan literasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

literasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan aktivitas literasi masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan penguatan 

sumber daya, pemerataan layanan, serta keberlanjutan program agar tujuan peningkatan literasi 

masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Literasi Masyarakat, Strategi Literasi, Perpustakaan Daerah, 

Hulu Sungai Tengah. 

ABSTRACT  

This study aims to analyze policy implementation strategies for improving community literacy 

in Hulu Sungai Tengah Regency and to identify the factors that support and hinder their 

implementation. This study employs a qualitative approach using a descriptive research design. The 

study was conducted in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province, focusing on the 

Hulu Sungai Tengah Regency Library and Archives Office as well as various educational institutions 

and communities involved in the implementation of literacy programs. Research informants included 

local government officials, school librarians, library managers, reading ambassadors, and other 

literacy practitioners. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The 

data were then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing 
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conclusions to obtain a comprehensive picture of the implementation of literacy policies in Hulu 

Sungai Tengah Regency. 

Research findings indicate that policy implementation strategies to improve community 

literacy in Hulu Sungai Tengah Regency are carried out through the development of school and 

village libraries, capacity building for librarians, the acquisition of collections and the expansion of 

library services, literacy outreach and education, social inclusion-based literacy activities, and the 

strengthening of the role of reading ambassadors and literacy competitions. The implementation of 

these policies is supported by the commitment of the local government, the involvement of schools 

and literacy communities, human resource capacity building, and various innovative literacy 

programs. The constraints still faced include limited human resources, budget constraints, inadequate 

facilities and infrastructure, low public interest in reading, and unequal access to literacy services. 

Based on the research findings, it can be concluded that the implementation of literacy policies in 

Hulu Sungai Tengah Regency has proceeded quite well and has had a positive impact on increasing 

community literacy activities. However, it is still necessary to strengthen resources, ensure equitable 

service distribution, and ensure program sustainability so that the goal of improving community 

literacy can be achieved more optimally. 

Keywords: Policy Implementation, Community Literacy, Literacy Strategies, Regional Library, Hulu 

Sungai Tengah. 

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara harapan pemerintah dalam 

meningkatkan literasi masyarakat melalui pelayanan perpustakaan daerah dengan kondisi di 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih menunjukkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam 

memahami, mengakses, dan merespons informasi maupun kebijakan publik. Padahal, pemerintah 

telah menegaskan pentingnya penguatan literasi melalui pendidikan dan perpustakaan sebagai sarana 

pembelajaran masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014. 

Pembangunan manusia merupakan tujuan utama penyelenggaraan negara yang menempatkan 

kualitas sumber daya manusia sebagai fokus pembangunan nasional. Amanat tersebut tercermin 

dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam konteks global, 

UNESCO (2017) mendefinisikan literasi sebagai kemampuan memahami, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, literasi tidak 

hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga menjadi modal penting dalam 

meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Penerapan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan 

kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan 

sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih responsif 

terhadap kondisi lokal, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan 

pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif 

(Dwiyanto, 2018; Nugroho, 2017). Oleh karena itu, kualitas administrasi publik menjadi faktor 

penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. 
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Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan publik merupakan instrumen utama 

pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat (Anderson, 2015). Namun, 

keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, melainkan juga 

oleh proses implementasinya (Hill & Hupe, 2021). Banyak kebijakan telah disusun secara formal, 

tetapi belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang diharapkan karena masih terdapat kesenjangan 

antara desain kebijakan dan praktik pelaksanaannya (Wahab, 2016). Kondisi tersebut menunjukkan 

pentingnya strategi implementasi yang mampu menjembatani tujuan kebijakan dengan pelaksanaan 

di lapangan. 

Pelaksanaan kebijakan literasi memerlukan strategi yang jelas agar tujuan kebijakan dapat 

diterjemahkan ke dalam program yang terarah. Menurut Bryson (2018), strategi kebijakan merupakan 

pendekatan yang digunakan untuk menentukan prioritas dan langkah-langkah dalam mencapai tujuan 

organisasi. Strategi yang tepat akan meningkatkan konsistensi pelaksanaan kebijakan, sedangkan 

strategi yang lemah berpotensi menghambat pencapaian tujuan (Nugroho, 2017). Selain strategi, 

implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, koordinasi, dan kolaborasi antarlembaga (Sedarmayanti, 2017; Pierre, 

2020). 

Keberhasilan kebijakan literasi juga tidak terlepas dari keterlibatan berbagai stakeholder, 

seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perpustakaan, komunitas, dan masyarakat sebagai 

penerima manfaat. Dalam pendekatan administrasi publik modern, keterlibatan stakeholder menjadi 

faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan serta menjamin keberlanjutan 

program (Dwiyanto, 2018). Dengan demikian, strategi kebijakan, implementasi, tata kelola 

pemerintahan, dan peran stakeholder merupakan komponen yang saling berkaitan dalam mendukung 

peningkatan literasi masyarakat. 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji kebijakan literasi dari berbagai sudut 

pandang. Rodiyah dan Bolanitan (2024) menitikberatkan pada peningkatan literasi digital aparatur 

pemerintah desa dalam mendukung implementasi Sistem Informasi Desa. Idrus dkk. (2025) mengkaji 

peran kebijakan publik dalam meningkatkan literasi digital masyarakat pedesaan melalui pelatihan, 

penyediaan infrastruktur, dan kolaborasi pemerintah dengan komunitas lokal. Sementara itu, 

Suharyani dan Tamba (2017) mengevaluasi pelaksanaan program Kampung Literasi berdasarkan 

aspek sarana, proses, dan hasil peningkatan minat baca masyarakat. Berbeda dengan penelitian 

tersebut, penelitian ini menempatkan literasi masyarakat dalam perspektif administrasi publik dengan 

menganalisis secara terpadu strategi kebijakan, implementasi kebijakan, tata kelola pemerintahan, 

koordinasi antarperangkat daerah, serta peran stakeholder. Pendekatan tersebut menjadi kebaruan 

penelitian karena memberikan analisis yang lebih sistemik terhadap penyelenggaraan kebijakan 

literasi di tingkat daerah. 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena pemerintah daerah telah 

melaksanakan berbagai program peningkatan literasi masyarakat melalui peran perpustakaan daerah 

dan perangkat daerah terkait. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut masih 

memerlukan kajian yang komprehensif untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan dirumuskan, 

diimplementasikan, dan didukung oleh tata kelola pemerintahan serta keterlibatan stakeholder dalam 

meningkatkan literasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi dan 
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implementasi kebijakan peningkatan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam 

perspektif administrasi publik. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk 

memahami secara mendalam strategi dan implementasi kebijakan peningkatan literasi masyarakat di 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu 

menggali proses kebijakan, pengalaman para pelaksana, serta faktor-faktor yang memengaruhi 

implementasi kebijakan literasi. 

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui 

wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu 

pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam perumusan maupun 

pelaksanaan kebijakan literasi. Informan meliputi pejabat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 

pengelola perpustakaan sekolah, pengelola perpustakaan berbasis keagamaan dan masyarakat, serta 

Duta Baca Daerah, dengan total 16 informan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi 

pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, data statistik, serta hasil penelitian 

terdahulu yang relevan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi nonpartisipatif, dan studi 

dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai strategi kebijakan, 

implementasi, tata kelola pemerintahan, dan peran stakeholder. Observasi dilakukan untuk 

mengamati secara langsung pelaksanaan program literasi di lapangan, sedangkan dokumentasi 

digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. 

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang 

meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data 

dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu sehingga hasil penelitian memiliki tingkat 

kredibilitas yang memadai. 

 

PEMBAHASAN 

1. Strategi Implementasi Kebijakan dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

1.2 Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Desa 

Pembinaan perpustakaan sekolah dan desa merupakan strategi utama dalam 

implementasi kebijakan literasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembinaan dilakukan secara berkelanjutan melalui bimbingan 

teknis (BIMTEK), monitoring, evaluasi, pendampingan, serta forum Kelompok Kerja 

Perpustakaan (KKP). Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas 

pengelola perpustakaan, memperbaiki administrasi, serta mengoptimalkan fungsi 

perpustakaan sebagai pusat pembelajaran. 

Di tingkat sekolah, pembinaan diwujudkan melalui pembiasaan membaca, 

literasi pagi, integrasi perpustakaan dengan pembelajaran, serta penguatan layanan 
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perpustakaan. Pelaksanaan pembinaan melibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 

sekolah, pemerintah desa, komunitas literasi, dan Duta Baca sehingga tercipta 

kolaborasi dalam pengembangan budaya literasi. Namun, implementasi masih 

menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, 

dan rendahnya minat baca masyarakat sehingga diperlukan pembinaan yang lebih 

berkelanjutan. 

 

1.3 Peningkatan Kapasitas Pustakawan 

Peningkatan kapasitas pustakawan dilakukan melalui pelatihan, workshop, 

BIMTEK, pendampingan, monitoring, dan forum Kelompok Kerja Perpustakaan 

(KKP). Program tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi pustakawan dalam 

pengelolaan perpustakaan, pelayanan kepada pemustaka, serta pengembangan inovasi 

layanan literasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berkontribusi terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dan profesionalisme pustakawan. 

Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah tenaga 

pustakawan, kompetensi teknis yang belum merata, serta keterbatasan anggaran yang 

memengaruhi efektivitas pengembangan kapasitas. 

1.4 Pengadaan Koleksi dan Pengembangan Layanan Perpustakan 

Pengadaan koleksi dan pengembangan layanan perpustakaan dilakukan 

melalui penyediaan koleksi sesuai kebutuhan pengguna, pengembangan layanan 

digital, peningkatan fasilitas, serta integrasi perpustakaan dengan kegiatan 

pembelajaran. Selain layanan konvensional, perpustakaan juga mulai memanfaatkan 

teknologi informasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi. 

Meskipun berbagai inovasi telah dilaksanakan, pengembangan layanan masih 

menghadapi kendala berupa keterbatasan koleksi terbaru, layanan digital yang belum 

optimal, keterbatasan anggaran, serta minimnya sumber daya manusia. Oleh karena 

itu, pengembangan koleksi dan layanan perpustakaan perlu terus ditingkatkan agar 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. 

1.5 Sosialisasi dan Edukasi Literasi 

Sosialisasi dan edukasi literasi dilaksanakan melalui penyuluhan, kegiatan 

sekolah, kunjungan literasi, perpustakaan keliling, media sosial, serta pemanfaatan 

perpustakaan digital. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai pentingnya budaya membaca dan kemampuan memanfaatkan 

informasi secara kritis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. Namun demikian, tingkat pemahaman 

masyarakat masih belum merata dan jangkauan layanan belum sepenuhnya 

menjangkau wilayah terpencil sehingga diperlukan strategi komunikasi yang lebih 

luas dan berkelanjutan. 

1.6 Kegiatan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 

Literasi berbasis inklusi sosial dilaksanakan melalui kegiatan membaca 

bersama, mendongeng, pelatihan keterampilan, pameran karya, kunjungan literasi, 

serta berbagai kegiatan edukatif yang melibatkan masyarakat tanpa membedakan latar 
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belakang sosial. Pendekatan ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap 

informasi dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan literasi. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program tersebut mampu 

meningkatkan kunjungan perpustakaan, minat baca, kreativitas, dan partisipasi 

masyarakat. Namun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan anggaran, 

sumber daya manusia, dan belum meratanya jangkauan layanan, khususnya di wilayah 

pelosok. 

1.7 Peran Duta Baca dan Kegiatan Lomba Literasi 

Duta Baca berperan sebagai penggerak budaya literasi melalui sosialisasi, 

kampanye membaca, serta berbagai kegiatan edukatif. Selain itu, penyelenggaraan 

lomba literasi menjadi media untuk meningkatkan minat baca, kreativitas, dan 

partisipasi masyarakat, khususnya pelajar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Duta Baca bersama sekolah, 

komunitas literasi, dan pemerintah daerah mampu meningkatkan motivasi masyarakat 

dalam mengikuti kegiatan literasi. Namun demikian, pelaksanaan program masih 

memerlukan penguatan dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta perluasan 

jangkauan kegiatan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata. 

2. Pembahasan Berdasarkan Teori Implementasi George Edward III 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan literasi 

masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memenuhi empat variabel implementasi 

kebijakan menurut George Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi. 

Pada aspek komunikasi, implementasi kebijakan dilakukan melalui sosialisasi, 

pembinaan, perpustakaan keliling, pendampingan, koordinasi, dan pemanfaatan media sosial. 

Strategi tersebut mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program literasi 

serta memperluas jangkauan informasi. Temuan ini sejalan dengan Edward III yang 

menegaskan bahwa komunikasi yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan merupakan prasyarat 

keberhasilan implementasi kebijakan. 

Pada aspek sumber daya, implementasi kebijakan didukung oleh peningkatan 

kapasitas pustakawan melalui pelatihan, BIMTEK, workshop, dan Kelompok Kerja 

Perpustakaan, disertai penyediaan koleksi, layanan perpustakaan, dan dukungan berbagai 

pemangku kepentingan. Namun demikian, keterbatasan tenaga pustakawan, anggaran, 

fasilitas, serta koleksi perpustakaan masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. 

Dari sisi disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi dalam 

mengembangkan budaya literasi melalui berbagai inovasi layanan, pembiasaan membaca, 

program literasi sekolah, dan kegiatan berbasis masyarakat. Sikap positif para pelaksana 

menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan meskipun 

masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan. 

Sementara itu, struktur birokrasi telah berjalan cukup efektif melalui koordinasi antara 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, perpustakaan desa, komunitas literasi, 

pemerintah desa, serta Duta Baca. Pembagian tugas yang jelas dan koordinasi lintas sektor 

mendukung pelaksanaan program literasi secara lebih terarah. Namun demikian, koordinasi 

antarlembaga dan pemerataan layanan hingga wilayah terpencil masih perlu diperkuat agar 

implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal. 
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Secara keseluruhan, implementasi kebijakan peningkatan literasi masyarakat di 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan model 

implementasi kebijakan George Edward III. Keberhasilan tersebut didukung oleh komunikasi 

yang efektif, sumber daya yang relatif memadai, komitmen pelaksana yang tinggi, serta 

koordinasi antarorganisasi. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 

penguatan anggaran, pengembangan sarana-prasarana, dan perluasan jangkauan layanan 

masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan literasi di masa mendatang. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan peningkatan 

literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Strategi implementasi kebijakan dalam meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah dilaksanakan melalui berbagai program yang terintegrasi, yaitu pembinaan 

perpustakaan sekolah dan desa, peningkatan kapasitas pustakawan, pengadaan koleksi dan 

pengembangan layanan perpustakaan, sosialisasi dan edukasi literasi, kegiatan literasi berbasis 

inklusi sosial, serta peran duta baca dan kegiatan lomba literasi. Strategi tersebut menunjukkan 

bahwa pemerintah daerah telah menerapkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif 

dengan melibatkan berbagai pihak, serta tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana, tetapi 

juga pada penguatan sumber daya manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat. 

Implementasi strategi ini telah mampu mendorong peningkatan minat baca, aktivitas literasi, 

dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, meskipun pelaksanaannya belum 

sepenuhnya merata di seluruh wilayah. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam meningkatkan literasi 

masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah daerah, keterlibatan stakeholder 

seperti sekolah dan komunitas literasi, peningkatan kapasitas pustakawan melalui pelatihan, 

serta adanya program literasi yang inovatif dan variatif. Sementara itu, faktor penghambat 

meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang 

belum memadai, keterbatasan koleksi perpustakaan, rendahnya minat baca masyarakat, serta 
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belum meratanya akses layanan literasi. Kombinasi kedua faktor tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan literasi telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan 

penguatan terutama pada aspek sumber daya dan pemerataan layanan agar tujuan peningkatan 

literasi masyarakat dapat tercapai secara optimal. 
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